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ABSTRAK 

Makanan Jajanan sangat digemari banyak orang, baik anak-anak  maupun 

orang dewasa.Makanan Jajanan yang dijajakan pun harus sehat dan mempunyai izin 

edar, namun Di DIY ditemukan makanan jajanan yang tidak sehat dan tidak memiliki 

izin edar,sehingga diperlukan adanya pengawasan dan penegakan hukum agar 

masyarakat DIY yang membeli makanan jajanan merasa aman dalam mengkonsumsi 

makanan jajanan.Penulisan hukum/skripsi ini disusun untuk mengetahui peran BPOM 

DIY  dalam mengawasi makanan jajanan sebelum diedarkan kepada masyarakat dan 

penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang makanan jajanan tanpa izin edar. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan peran BPOM DIY 

dalam pengawasan jajanan Di DIY adalah: merekrut orang-orang yang berkompeten, 

bekerjasama dengan instansi lain, melakukan edukasi terhadap para pedagang 

makanan jajanan. Peran tersebut belum berjalan secara optimal.Hasil penelitian juga 

menunjukkan beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satpol PP, 

yaitu: melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang makanan 

jajanan,pemusnahan produk,pemberian sanksi administratif.Sebaiknya BPOM lebih 

mengedukasi para pedagang jajanan yang tidak berizin,Satpol PP juga lebih proaktif 

dalam melakukan penegakan hukum kepada para pedagang makanan jajanan yang 

tidak memiliki izin edar dan juga kepada para pelaku usaha supaya menaati peraturan 

mengenai izin edar makanan.  

 

Kata kunci: Pengawasan, Penegakan Hukum Administrasi, Makanan jajanan, Izin edar  
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ABSTARCT 

Snacks are very popular with many people, both children and adults. Snacks 

that are sold must also be healthy and have a distribution permit, but in the Province 

of DIY found snacks that are unhealthy and do not have a distribution permit, so there 

is a need for supervision and law enforcement so that DIY people who buy snacks feel 

safe in consuming snacks. circulation. This research is a normative legal research that 

examines the law written in the Legislation. The results of the study show that the role 

of BPOM DIY in monitoring snacks in DIY Province are: recruiting competent people, 

working with other agencies, educating street food traders. However, this role has not 

been running optimally. he results of the research have also carried out several law 

enforcement efforts that have been carried out by Satpol PP, namely: supervising and 

coaching street food traders, destroying products, imposing administrative sanctions. 

BPOM should educate more street vendors who are not licensed, Satpol PP is also 

more proactive in enforcing the law on snack food traders who do not have distribution 

permits and also for business people to comply with regulations.  

 

Keywords: Supervision, Law Adminstration Enforcement, Snack Food, Distribution 

Permit 
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